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ABSTRACT 

 

Every Indonesian citizen has the same rights and opportunities to work and live a 

decent life, but it is not matched by the availability of sufficient job opportunities, 

causing unemployment to increase, especially during the Covid-19 pandemic. One 

of the government's efforts to overcome unemployment and the scarcity of job 

opportunities is to place workers abroad and regulate it in the PMI Protection 

Law. Before leaving and working, PMI candidates must receive training and work 

competency certificates to increase the bargaining power and competitiveness of 

PMI candidates. The higher the skills possessed by PMI candidates, the higher 

their bargaining power and competitiveness, so regulations are needed on 

training financing which is included in PMI placement fees. 

This study intends to describe the imposition of PMI placement fees in the period 

before and after the Covid-19 pandemic and its legal protection. The type of 

research used is normative legal research based on primary and secondary legal 

materials, solved by statutory and conceptual approaches, then analyzed 

descriptively qualitatively. 

The results of this study indicate that there is a change in the regulation of PMI 

placement financing which results in welfare and legal protection for PMI. Prior 

to the Covid-19 pandemic, the government imposed placement fees on PMI and 

facilitated placement financing through the PMI KUR program. After the Covid-

19 pandemic, the government freed PMI placement financing as regulated in the 

PMI Protection Act and followed up with PerBP2MI No 9/2020 which regulates 

10 (ten) types of work that are exempt from placement fees. PMI financing 

regulations after Covid-19 are deemed not to provide legal protection, because 

they are considered one-sided and return placement financing to PMI through 

PMI KUR/KTA. 
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RINGKASAN 

Tesis ini berjudul “ Pengenaan Biaya Penempatan Bagi Pekerja Migran 

Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19” dengan rumusan masalah : (1) Konsep 

pengenaan biaya penempatan pekerja migran Indonesia di masa sebelum dan 

sesudah pandemi Covid-19; (2) Perlindungan hukum bagi pekerja migran 

Indonesia dengan adanya Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia Nomor 214 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. 

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan PMI beserta keluarganya terlihat dari perubahan 

peraturan tentang penempatan PMI khususnya dalam hal penentuan pembiayaan 

penempatan PMI. Sebelum pandemi Covid-19 melalui UU Penempatan dan 

Pelindungan TKI di Luar Negeri, pemerintah membebankan biaya pelatihan dan 

sertifikasi kompetensi pada PMI dan memfasilitasi pembiayaan penempatan 

melalui program KUR PMI yang diatur dalam PerKa.BNP2TKI No 22/2015. 

Sesudah adanya pandemi Covid-19, pemerintah membebaskan pembiayaan 

penempatan PMI yang diatur dalam UU Pelindungan PMI dan ditindaklanjuti 

dengan PerBP2MI No 9/2020 yang mengatur tentang 10 (sepuluh) jenis pekerjaan 

PMI yang dibebaskan biaya penempatan. Hal ini menyebabkan terjadinya 

perbedaan peraturan mengenai biaya penempatan calon yang berakibat pada 

kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi PMI. Dan Kep.KaBP2MI No 

214/2021 tidak memberikan perlindungan hukum baik secara internal dan 

eksternal, karena dianggap berat sebelah dan lebih memihak kepada pemberi 

kerja, perusahaan penempatan PMI dan pemerintah yang mana mengembalikan 

pembiayaan penempatan kepada PMI melalui KUR/KTA PMI. Selain itu, 

Kep.KaBP2MI No 214/2021 juga bertentangan dengan asas-asas pelindungan 

PMI dalam UU Pelindungan PMI, yaitu asas keterpaduan, persamaan hak, 

pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, keadilan sosial dan 

nondiskriminasi. 
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